












































































































































































































































































































































antara individu, keluarga dan suku, seluruh makhluk serta hubung­
annya dengan alam semesta. 
Hukum Adat Dayak mempunyai landasan yang kokoh dan kuat 
dalam struktur kehidupan masyarakat dengan dasar spirituil seba­
gai basis utamanya . 
Hukum Adat mempunyai landasan dan sifat religius yang kuat , 
di samping berdasarkan a tas _prinsip untuk menjaga keamanan 
umum dan ketertiban masyarakat suku , memelihara kedamaian 
dalam pergaulan hidup manusia dan untuk memelihara kepercaya­
an. 

Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum adat selain 
didukung oleh kekuatan masyarakat, didukung pula oleh unsur 
yang lebih penting lagi , yaitu dukungan moril yang kuat sehingga 
oleh karenanya ia diterima oleh suku Dayak dengan kesadaran 
yang mendalam untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hukum adat suku Dayak 
selalu mengandung dua aspek, yaitu aspek juridis dan aspek reli­
gius dan kedua aspek itu dapat dilihat dengan jelas dalam berbagai 
keputusan adat yang ditetapkan oleh persidangan adat. 
Keputusan selalu diambil oleh suatu persidangan adat, di sini para 
Kepala Adat tidak dapat mengambil keputusan semaunya saja, 
tetapi selalu mengambil keputusan dalam suatu sidang adat yang 
dihadiri oleh Kepala Adat /Kepala Kampung dengan stafnya serta 
para tetuha kampung. 
Persidangan-persidangan adat ini biasanya membedakan persidang­
an kecil dan persidangan besar. 
Persidangan kecil hanya dilakukan terhadap soal-soal yang tidak 
begitu gawat, yang tidak menimbulkan kerusakan/kesusahan besar 
bagi suku, masyarakat dan kampung halaman mereka , sedangkan 
persidangan besar menyangkut kepentingan seluruh suku, masyara­
kat dan kampung mereka. 
Sidang Dewan Adat selalu dilaksanakan di muka umum atau dalam 
lingkungan keluarga terdekat pihak-pihak yang bersangkutan 
sehingga mereka dapat menyaksikan sendiri bagaimana para peja­
bat hukum mereka menegakkan keadilan yang sekaligus merupa­
kan sosial kontrol sebagai sendi tegaknya hukum dalam masyara­
kat mereka . 
Keputusan Dewan Adat diambil atas dasar musyawarah mufakat 
dari seluruh anggota Dewan Adat dan bilamana ternyata tidak 
terdapat kata sepakat maka Kepala Adat dapat mengambil kepu-'-; 
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tusan sendiri dengan mempertimbangkan segala pendapat yang 
telah diajukan di muka persidangan. Keputusan hukum adat harus 1 
ditaati, karena pengingkaran terhadap suatu keputusan hukum 
adat akan mendapatkan sangsi yang lebih berat dari masyarakat 
antara lain, ia akan diasingkan dari pergaulan masyarakat kam­
pungnya sehingga ia tidak lagi berada di bawah perlindungan adat . 
Dari uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu dapat dianalisa beber­
rapa hal seperti berikut: 

Bahwa sebagian besar suku-suku bangsa di Kalimantan Timur 
masih memegang teguh nilai-nilai adat yang mengatur suatu 
perkawinan adat. 
Hal ini masih tetap hidup dan berlaku terutama di dalam 
masyarakat tradisional yang berdiam di desa dan pelosok­
pelosok. 

Bahwa suatu perkawinan adalah suatu hal yang suci sehingga 
pelaksanaan dari suatu perkawinan diatur oleh peraturan 
hukum adat yang ketat, kalau dilanggar membawa sangsi­
sangsi tertentu. 

Tiap-tiap upacara yang dilakukan dalam suatu perkawinan 
mengandung nilai-nilai spirituil yang erat kaitannya dengan 
sistem kepercayaan atau agama yang dianut para pendukung 
adat tertentu. 

Bahwa setiap perkawinan dengan segala akibat-akibatnya 
seperti: 

a. hak dan kewajiban suami dan istri meupun anak-anak 
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

b. hak waris yaitu jika salah satu pihak atau kedua orang 
tua meninggal dunia. 

c. perceraian. 
d. dan lain-lainnya. 

Semuanya diatur di dalam hukum adat dan ditaati oleh masyara­
kat, terutama masyarakat suku Dayak di samping mereka pun 
mentaati ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara agama. 

2. Hubungan Antara Adat Dan Upacara Perkawinan Dengan 
Program Keluarga Berencana: 

· Betapa pentingnya masalah keluarga berencana bagi pembangunan 
nasional di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Timur 
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pada khususnya sudah kita mengetahui bersama. Di dalam pro­
gram keluarga berencana pelaksanaannya tentu akan langsung 
berhubungan dengan masyarakat yang akan dibantu atau dimotiva­
tiskan. Dalam hubungan ini aspek-aspek sosial budaya dan adat 
istiadat yang menyangkut masalah kesehatan memainkan peranan 
yang penting. 
Program Keluarga Berencana di Kalimantan Timur pad;: waktu ini 
berada pada tahap yang pertama. 
Tahap ini ialah mempunyai kegiatan khusus dalam bidang-bidang 
yang vital , yaitu memperkenalkan idee Keluarga Berencana kepada 
kelompok masyarakat yang sama sekali be/um pernah mendengar 
atau memikirkan masalah keluarga berencana dan kelompok yang 
oleh beberapa ha! telah siap melaksanakan Keluarga Berencana. 
Di daerah Kalimantan Timur program Keluarga Berencana telah 
mulai dilaksanakan pada masyarakat yang berdiam di kota-kota 
besar saja (lbukota Kotamadya/Kabupaten) dan umumnya terba­
tas pada keluarga pegawai negeri dan ABRI. Di samping itu Keluar­
ga Berencana itu juga mulai diperkenalkan dalam kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan oleh petugas-petugas Puskesmas yang telah 
dibangun di beberapa ibukota Kecamatan di Kalimantan Timur. 
Di dalam memperkenalkan idee Keluarga Berencana pada masyara­
kat di pedalaman Kalimantan Timur, perlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut : . 
1. 

3. 
4 . 
5. 
6. 

7. 

Bahwa idee Keluarga Berencana adalah identik dengan idee 
Keluarga Sejahtera 
Bagaimana Keluarga Berencana dan inovasi lainnya diperke­
nalkan kepada masyarakat 
Tradisi dan kepercayaan yang mempengaruhi fertilitas . 
Peranan kaum wanita. 
Peranan kaum pria . 
Hubungan antara pria dan wanita , perkawinan anak-anak dan 
sebagainya. 
Hukum/ tata cara kesopanan , bahasa dan komunikasi lainnya. 

Dari uraian tentang adat-istiadat upacara perkawinan terdahulu 
dapat disimpulkan bah_wa pada saat ini belum ada hubungan Jang-

-~ 

sung maupun tidak langsung antara adat upacara perkawinan 
dengan program Keluarga Berencana . Adat dan upacara perkawin­
an tradisional dalam hal-hal tertentu malahan bertentangan dengan 
tujuan program Keluarga Berencana . 
Ini dapat dilihat dalam simbol dan ucapan-ucapan yang diperguna-
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kan oleh para peserta upacara adat perkawinan di mana senantiasa 
diharapkan kesuburan dan banyaknya anak yang akan diperoleh 
sebagai hasil dari suatu perkawinan. 
Di samping itu seringkali lebih disukai calon menantu yang berasal 
dari keluarga yang mempunyai anak banyak. Juga anggapan bahwa 
daerah Kalimantan Timur yang begitu luas masih cukup dapat 
memberikan lapangan kerja dan nafkah kepada yang akan dilahir­
kan. 
Pada umumnya wawasan Keluarga Berencana Besar pada masyara­
kat pedalaman Kalimantan Timur mempunyai nilai-nilai sebagai 
berikut: 

l. Hubungan persaudaraan: 

Keinginan untuk mempunyai banyak kerabat mengakibatkan 
adanya keinginan untuk mengharapkan banyak anak, melengkapi 
hidupnya dengan mempunyai anak dan berusaha untuk mempu­
nyai lebih dari satu anak (satu orang anak). 

2. Frekuensi seks: 

Keinginan seseorang untuk mengharapkan adanya anak laki­
laki atau perempuan menyebabkan orang lebih banyak mempro­
duksi anak sampai mereka merasa lengkap dengan kombinasi 
laki-laki dan, perempuan. 

3. Kelangsungan hidup si anak : 

Karena sering terjadinya kematian anak, maka orang membu­
tuhkan beberapa jumlah anak tertentu hingga ada rasa kemantapan 
akan kelestarian hidup si anak dan sekiranya ada yang meninggal 
sudah ada gantinya. 
Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup serta ciri program Ke­
luarga Berencana , maka perlu diusahakan untuk merobah pandang­
an masyarakat pedalaman yang pada saat ini berorientasi pada Ke­
luarga Besar supaya dialihkan pada keluarga kecil (Keluarga de­
ngan sedikit anak) yang antara lain dapat memberikan nilai-nilai 
keun tungan se bagai beriku t: 

I. Meniamin kesehatan ibu: 
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Terlalu banyak kehamilan dan melahirkan akan merugikan 
kesehatan si ibu. 
Lebih-lebih jika jarak antara kehamilan-kehamilan tersebut 



terlalu pendek. Di samping itu kehamilan pada batas-batas 
umur tertentu sering sarigat membahayakan si ibu pada wak­
tu melahirkan. 

2. Beban sosial: 

Yang meliputi pengangguran, kepadatan penduduk , urbani­
sasi dan sebagainya. Keluarga dengan sedikit anak akan sangat 
mempengaruhi faktor-f aktor di atas, bahkan dapat mengerem 
atau meniadakan efek-efek tersebut di atas. Dengan anak 
yang sedikit , maka beban masyarakat akan berkurang. 

3. Beban finansil: 

Keluarga dengan penghasilan yang sama pasti akan lebih 
menguntungkan jika keluarga tersebut mempunyai sedikit 
anak daripada memiliki anak banyak. Biaya-biaya untuk me­
melihara anak , kesehatan , pendidikan , akan lebih sedikit 
jumlahnya bagi keluarga kecil , daripada biaya-biaya yang 
diperlukan untuk keluarga dengan anak yang banyak. 

Sebagai kesimpulan terakhir dapat dikemukakan bahwa adalah 
sangat penting untuk merobah pandangan masyarakat tentang 
nilai lama daripada adat-istiadat yang berhubungan dengan upacara 
perkawinan khususnya, tentang masalah kesuburan/ fertilitas yang 
tidak sesuai dengan kemajuan jaman. 
Menyadarkan masyarakat bahwa masalah kependudukan/Keluarga 
Berencana merupakan masalah nasional. Dalam hubungan ini 
peningkatan aktifitas dan partisipasi 9aripada f aktor-faktor ling­
kungan yang semula bersikap kurang atau tidak mendukung nilai/ 
idee baru menjadi bersikap positip, dinamis dan konstruktip harus 
dilaksanakan melalui Kepala Adat dengan stafnya, para tetuha 
kampung serta petugas-petugas lapangan , dari puskesmas-puskes­
mas. Dengan peningkatan keyakinan akan kefaedahan dari Pro­
gram Keluarga Berencana maka di kalangan masyarakat pedalaman 
Kalimantan Timur dapat diciptakan , suatu sikap sosial yang men­
dukung program Keluarga Berencana tidak hanya sekedar kesa­
daran atau keyakinan saja, tetapi juga sebagai suatu kebutuhan, 
bahkan suatu kehormatan dan kebanggaan. 
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Hubungan Antara Adat Dan Upacara Perkawinan Dengan Undang­
Undang Perkawinan: 

Di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
tahun 1966 ditetapkan suatu ketetapan , yakni Ketetapan No. XX 
tahun 1966. Ketetapan tersebut menegaskan bahwa sumber segala 
hukum ialah Pancasila, yakni pandangan hidup, kesadaran dan 
cita-cita luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak, dari 
bangsa Indonesia. 
Ketetapan Majelis ini diperbaiki lagi dalam tahun 1973 dengan 
keluarga Ketetapan No.IV tahun 1973 yang menegaskan bahwa 
hukum nasional di Indonesia adalah berdasarkan atas landasan 
Sumber Tertib Hukum Negara, yaitu cita-cita yang terkandung 
pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur 
yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang 
didapatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dengan ketetapan ini hukum adat sebagai istilah memang tidak 
disebutkan, tetapi sebagai pengertian jelas dipertahankan. Di 
dalamnya. terlibat pengertian Hukum Adat didudukkan sebagai 
Hukum Nasional yang dibedakan dalam hukum tertulis dan hu­
kum tidak tertulis. Hal tersebut nampak nyata pada Undang­
Undang No.I Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Di dalam teks Undang-Undang ini tidak terdapat istilah Hukum 
Adat. Akan tetapi jikalau diperhatikan bagian pertimbangannya, 
Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 yang sumbemya ialah Un­
dang-Undang Dasar tahup 1945 beserta pembukaannya, singkat­
nya Pancasila. 
Tetapi dalam penjelasan umum dan juga di dalam penjelasan atas 
fatsal 37 Undang-Undang ini, dipergunakan istilah Hukum Adat. 
Di dalain pelaksanaan praktek sehari-hari kita mendapatkan bahwa 
di antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang 
Perkawinan terdapat hubungan spiritual. 
Adat perkawinan pada suku-suku bangsa Dayak menghendaki per­
kawinan yang bersifat monogami. Sudah diatur sedemikian rupa 
oleh hukum adat, tata cara adat yang berlaku bahwa kemungkin­
an untuk berpoligami itu kecil sekali. Kalau ada keretakan atau 
ketidak-sesuaian di dalam suatu perkawinan, maka dapat diatur 
perceraiannya melalui aturan adat yang berlaku, sehingga si suami 
atau si isteri yang mau kawin lagi dapat kawin tanpa berpoligami 
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atau berpoliandri. 
Demikian pula apabila kita teliti pasal dan ayat-ayat dari Undang­
Undang Perkawinan Nasional yang disahkan dan mulai berlaku 
sejak 2 Januari 1974, maka jelas bagi kita bahwa Undang-Undang 
Perkawinan itu dijiwai dan berlandaskan pada hukum adat dan 
adat-adat perkawinan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia . 
Beberapa hal antara lain tentang dasar perkawinan dalam Undang­
Undang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat I dan pasal 3 ayat I ada 
sejalan dan sesuai dengan adat perkawinan yang berlaku dalam 
sebagian besar masyarakat di daerah Kalimantan Timur. 
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan upacara per­
kawinan dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu sesuai dengan 
agama yang dianut dan sesuai adat-istiadat sukunya. J ika perka­
winan sesuai dengan agama dicatat oleh pegawai/ instansi yang 
ditunjuk, maka juga perkawinan menurut adat-istiadatnya biasa­
nya diberikan surat keterangan oleh Kepala Kampung yang ber­
sangkutan. Pada Kampung yang jauh letaknya dari lbukota Keca­
matan, maka surat keterangan Kepala Kampung tersebut dianggap 
sudah mempunyai nilai yang sama. 

Pengaruh Luar Terhadap Adat Dan Upacara Perkawinan: 

Pengaruh agama terhadap adat dan upacara perkawinan memang 
ada. Hal ini tampak pada suku-suku bangsa yang berdiam di kota­
kota besar dan pesisir serta sepanjang tepi sungai-sungai besar. 
Pengaruh dari agama Hindu dan Islam terutama pada suku-bangsa 
Kutai baik kalangan bangsawan maupun rakyat biasa . Karena 
sebelum suku Kutai memeluk agama Islam mereka terlebih dahulu 
telah memeluk agama Hindu. Seperti yang telah kita ketahui dari 
Sejarah Nasional kita bahwa Kerajaan Hindu tertua adalah di Kali­
mantan Timur di daerah Kabupaten Kutai sekarang ini. 
Hal ini tampak dalam tata cara, syarat-syarat perkawinan serta 
alat-alat yang dipergunakan. Sedangkan pengaruh Islam adalah 
upacara pernikahan yang dilaksanakan di depan seorang Penghulu . 
Begitu pula suku bangsa Banjar yan pada keseluruhannya meme­
luk agama Islam di mana ajaran Islam turut mempengaruhi jalan­
nya upacara serta tata cara perkawinan dan hukum tentang perce­
raian serta warisan dan sebagainya. 
Sedang suku-suku bangsa Dayak yang pada umumnya memeluk 
agama Nasrani. dalam adat dan upacara perkawinan suku-suku 
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ini terlihat pengaruh agama Keristen. 
Hal ini jelas misalnya pada perkawinan yang menurut adat sudah 
syah, tetapi harus pula disahkan oleh gereja. Mereka boleh saja me­
laksanakan upacara adat tetapi perkawinan baru dianggap sungguh­
sungguh sah apabila sudah kawin di gereja dengan upacara-upacara 
yang diatur sesuai dengan ajaran agama Keristen Protestan atau 
Katolik. 
Sifat perkawinan adat yang monogami serta kebebasan memilih 
jodoh dan persamaan hak dalam keluarga adalah pengaruh dari 
agama Nasrani. 
Jadi jelaslah bahwa pengaruh agama yang dianut oleh sekelompok 
masya(akat tertentu turut berpengaruh dalam adat dan upacara 
perkawinannya. 

Pengaruh Ekonomi Terhadap Adat Dan Upacara Perkawinan: 

Pendidikan seseorang mempengaruhi sikapnya terhadap adat dan 
upacara perkawinan. Pada umumnya mereka yang telah berpen­
didikan menengah dan tinggi akan cenderung untuk mengambil 
segi prinsip dan praktis dari pada adat dan upacara perkawinan 
tradisional yang kompleks menjadi lebih sederhana tetapi meme­
nuhi persyaratan agama yang dianut serta ketentuan hukum yang 
berlaku. 
Sikap serta tindakan yang demikian itu didasari atas pertimbangan 
biaya, tenaga dan waktu. Misalnya uang yang dipergunakan untuk 
biaya upacara perkawinan adat yang kompleks dapat dipergunakan 
untuk keperluan lain atau ditabung dan sebagainya. 
Juga dapat dilihat bahwa dengan adanya pendidikan dan di seko­
lah (SD , SMP) dapat mempengaruhi usia kawin karena pada 
umumnya para gadis/ laki-laki akan kawin setelah tamat sekolah. 
Di kalangan gadis lebih sering terdapat drop-out, karena faktor­
faktor sosial ekonomi sehingga usia kawin di kalangan laki-laki 
Jebih tinggi. 
Juga pilihan jodoh sering dipengaruhi oleh pendidikan yang telah 
dilalui oleh calon jodohnya. 
Para orang tua pihak gadis lebih senang mengawinkan anaknya 
dengan pria yang telah berpendidikan. 
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Bulungan. 21 
Bungan . SO. 56 
Buhung. 45 
Busung, 45 

c. 
Cat rekah. 167 
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Chul, 105 
Clik Riwut, 27 
Cinde, 84 

D. 

Damai, 11 
Datun, 61 
Dayak dusun, 25 
Dayak Klemarttan, 26 
Dayak Lawangan, 25 
Dayak Laut, 26 
Dayak Ngayu, 25 
Dayak Punan, 25 
Dayakng, 162 
Dempar, 11 
Dequq/Deneq, 61 
Diningk napas, 172, 179 
Diningk ngui sepont, 180, 181 
Dipan, 137, 140 
Denox, 195 
Dusun Murut, 25 

E. 

Encon okan, 195 
Encoy bowok, 195 
Entut, 47 
Erau,39,40, 115 

G. 

Galingk-Gilai, 167 
Gantar, 61 
Gerangiiq, 61 
Geta, 84 

H. 

Hadrah, 60, 89 
Halut, 137, 140 
Hipui/Hipung, 110, 137, 148 
Hulun, 137, 140 
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I. 

lban, 24 
lddah, 92 
Inoq, 121 
Inuu upung, 139 
Inuu Helbeai, 139, 140 
lnuu Turjaan, 139 
Inuu hang, 139, 152 

J. 

Jaka,50 
Jaongjongok, 163 
Jelau, 11 
J elenan bena, 28 
Jeluh Kelunan, 44 
Jenih, 187, 188 
Jie, 199 
Jornok,30,32,33,34 
Juataaq, 47 . 
Juhan, 194 
Jepen , 59,89 

K. 

Kakaringan, 23 
Kamet, 60, 118 
Kancet, 60 
Kataang tegaan, 151, 154 
Kanyan , 65 
Kawit Bukaal, 151, 154 
Kelabit, 25 
Kelamen, 174, 180 
Kedak, 52 
Kelay, 11 
Kelbaai, 140, 151 
Keliau, 
Kelip, 120 
Kellem, 118 
Kembangjanggut, 11 
Kertanegara, 



Kesapuu , 149 
Kesilen, 133 
Ketau , 62 
Ketinting, 64 
Klemantan , 24 , 26 
Kiang, 61 
Kata Bangun , 11 
Kopet ubat , 185 , 195 
Krayan , 11 
Kulong, 54 
Kuyang, 47 
Kuwangkai , 169 

L. 

Lah tala, 4 7, 48 
Laing, 57 
Lakin , 24 
Lamin , 30, 31 , 32 , 33 , 34, 153 
Lamut , 104 
Lamang, 190, 193 
Lanjung, 64 
Lawung, 139 
Lawangan , 24 
Lawa, 121 
Lekok, 120 
Lelangk, 189 
Leeliwa, 127 
Leleng, 60 
Lemalah Tenan , 153 , 155 
Lemalah Sahuu, 138 
Lemang, 150 
Lepoq, 57 
Leu, 30 
Leiua , 121 
Luhan Dayung, 52 
Luiq , 30 
Lungun,39 
Luuq, 30 
Londong,27 

Long bangun, 11 
Long peso , 11 
Lumbis , 11 

M. 

Menyam, 24, 25 
Madam , 95 
Mahakam , 10, 28 
Majapahit , 24 
Malawan, 139 
Malinau , 11 
Mallinkoroalt , 23 
Mamanda, 60 
Mamat , 54 
Mantiq , 162 
Matab aliq, 142 
Matab haqaw, 141 
Matai joat, 50 
Mebang, 139 , 151 , 154 
Melayu, 2 1, 22 
Melak , 10 
Mekau, 176 
Melawetn , 190 
Mengayau, 13, 24 , 54 , 115 
Memijat jakoq, 119 
Mengit', 47 
Mengko, 176 
Mentuar, 177 
Mentarang, 12 
Miang, 155 
Moereot , 25 
Mok manar bulan , 27 
Muara merana, 27 
muara merana, 11 
Mulungk, 47 
Muara Wahau , 11 
M usyawarah, 73 
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N. 

Nan Sarunai, 24 
Nelitn tautn, 180 
Nara Guna, 28 
Nasab, 73 
Nasi adab-adab , 83 
Nayuk(Sengiang)27 , 46,47 , 48 
Newaluq soongk, 170 
Ngahas, 187 , 188 
Ngakaai, 61 
Ngaap aliiq, 143 
Ngayang, 144, 145, 149 
Ngeboi, 52 
Ngencaqaq, 174, 149 
Ngeboi, 204 
Ngelengot, 204 
Ngifaan, 148, 152, 146 
Ngitimang Amin, 152, 155 
Ngoding, 169, 194 
Ngoloak, 61 
Ngotteen, 61 
Ngaju, 25 
Ngungu tahun, 48 
Ningkah ola, 27 
Ngiban, 
Nota, 194 
Nisa newere , 198 , 203 
Nyeluh, 44 
Nyubuk-nyolooq , 171 

0. 

Oloq,47 
Ongkau, 53 
Ori kelayuq , 194 
Ot Danurn , 24, 25 

P. 

Padai, 163 
Padeq, 123 
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Pain, 137 
Paksik , 143, 147 , 149 
Paksik Bangau, 140 
Paksik Aya, 148 , 149 
Pakiban, 110, 124 
Palan, 113 , 122, 123 
Pali,204 
Penyen, 54 
Par, 197 
Peren/paran, 52, 54, 110, 112, 

113 
Parun, 114, 145 
Parip , 51 
Parop, 54 
Parint beluuq, 1.69 
Pasah, 105 
Pasir, 24 
Pecal anak, 67 
Pejenak Patakar, 197, 203 
Pejiak, 201 
Pelas baluuq, 168, 169 
Peleqqaq, 165, 167 
Pelulungk, 166, 193 
Pekarnpangk, 174, 179 
Pekapaq, 169 
Pelejau ungu, 54 
Pelejau Dangai, 54 
Pelaa'ran, 144, 145, 149 
Penik, 165 , 189 
Penung, 111 , 114, 124 
Penanali, 100 
Pemeliatn, 48 
Pengentuq, 47 
Penggawa, 110, 137, 140 
Perantangin, 61 
Pengingaat, 167 
Perku, 166 _ 
Penengaapaaq, 169 
Petenah, 178 
Pengore Uli, 
Pesengket, 194 



Pesengket, 194 
Pengkok angen , 207, 210 
Pengalah Lakuuq, 209, 210 
Pen en tuar; 210 
Pemarit-pemepat, 169 
Penyerepant mati, 169 
Pemulak wit, 173, 180 
Pemujang, 1 77, 181 
Pengisiq bakur, 181 
Pemerangk apai, 181 
Pemeduq, 184, 185 
Penihing, 11 
Perjadiiq,47 
Pemangkat, 84 
Pepikat, 101 
Peter~, 132 
Pitoh, 150, 154 
Piyaan Yoong, 142, 149 
Piyaan katung, 142 
Plesieng, 124, 125 
Poenan, 24 
Poas ules, 169 
Puncan Karna, 28 
Pu'un ndem, 118 

R. 

Rowak bear, 178, 181 
Ramaq, 198, 203 
Rarak rantai, 
Rawei, 62 
Ripan, 162 
Ruran, 196 
Rujuk, 106, 208 

s. 
Sabau, 120 
Sake, 189 
Samarinda, 10, 12 
Sampe, 60 

Saidkuan , 114, 126 
Sapai, 120 
Segah, 11 
Selingut, 59 
Sengiang bermuli, 27 
Sendawar, 28 
Sence lamaan, 47 
Semiding, 51 , 5 2 
Seleng, 120 
Serbu, 121, 126 
Sentanaan bekekakuuq, 165, 166, 

187, 190 
Sempyo-µt , 172, 179, 182 
Sempayo, 182, 183 
Sempankung telen, 27 
Sesayap, 12 
Sirat berkas, 167, 192, 208 
Simon meruaq, 168, 169 
Simai boetn, 179 
Sosoongk, 190 
Sualas guna, 27, 28 
Sumalian, 192 

T. 

Tas kukup, 120 
Taah,62, 139, 140, 151 
Tabang, 11 
Tabit, 119 
Tajau, 153 
Talak, 105 , 207 
Taman rikung, 27, 67 
Tanaq, 105 , 175, 180 
Tampilan, 139 
Tanjung isui, 11 
Tanjung palas, 11 
Tapai, 124, 125 
Tapung pak, 120 
Tarsul, 84 
Tarai, 139, 153 
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Tatan, 162 
Tantaangk buo, 180 
Taqeq, 112, 118, 126 
Telapq kedap , 141 , 149, 150 
Tenggarong, 
Tembuku, 121 
Teng, 118 
Tori lele , 196 
Tenguluq, 206 
Temung kuliiq , 206 , 2 10 
Telak, 207 
Tebus talak , 209 
Timang, 47 
Tidung, 26 
Tingkilan , 59 , 89 
Tilo manuk , 118 
Tonooi, 47 
Tahooq , 169 
Tuang, 11 
Tuhing, 39 , 45 
Telur pijangkat, 27, 
Tun siak, 44 
Tuhaaq , 66 , 167 
Tuhung, 122 
Tumudu , 190, 193 
Tukar nayuq , 196 
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u. 
Udeng, 120 
Ukun duui , 152 , 154 
Ulap , 62 , 178 , 190 
Uleng, 120 
Uluntuhaaq , 167 
Ului ketipe , 192 
Uma, 30, 53 
Use , 121 
Uru oncangk, 165 , 166, 187 , 190 
Uraat tang haqaq , 157 

V. 

Van Vollenhoven, 23. 

Y. 

Yuuivaan , 148, 150 

Z. 

Zakan , 124, 125 



00 

Beberapa gadis suku LJa yak Kenvah membawa masuk peralatan perkawinan yang 
diperlukan .-



00 
w 

Penyerahan peralatan perkawinan oleh beberapa gadis suku D(lyak .Kenyah 



Pcnyerahan alat perkawinan berupa gong oleh keluarga 
mempelai pria. -

185 



I 

Upacara pemotongan hewan untuk diambil darahnya yang 
pertama kali keluar. 
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DAFTAR RALAT/PERBAIKAN 

TERTULIS HALAMAN ALINEA KE- SEHARUSNYA 

pertanggung pertanggungan 

Kenyah Key ah 

Benyau Bejau 

Kumpeng Kumpang 

Bagelng Bagelang 

Nerun Narun 

Menuaq Benuaq 

Kulir kulit 

ch usus khusus 

lencau · Jenjau 

lanju1 Jampit 

pangt,il an~ panggilan 

kttcwgeen keterogun 

1erpanceu terpancang 

kellen kellem 

puy<i:m piyaan 

Bab. VJ Bab. IV 

pCgBIJ'!j13 l !;'k pckampangk 

tai1:aq tanaq 
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